KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS:4000-7207-4926-5000
NOMOR : SP DIPA- 024.04.1.466080/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ReV|S| ke 09
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tanggal 1 22 Mei 2025

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga . (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

2. Unit Organisasi . (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA

4. Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Sebesar : Rp. 6.194.107.052.000 ( ENAM TRILIUN SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH JUTA LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 2.685.567.223.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 3.508.539.829.000 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 3.508.539.829.000 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140) Rp. 3.490.305.271.000 2. KPPN JAKARTA VII (182) Rp. 2.703.801.781.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

N o g WN PR

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000

Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

07 KESEHATAN Rp. 6.194.107.052.000
07.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN Rp. 17.566.210.000
07.90 KESEHATAN LAINNYA Rp. 6.176.540.842.000

Halaman 1 dari 1



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000

Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Rp. 5.990.286.259.000
DG.2051 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 5.762.402.826.000
DG.2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Rp. 17.566.210.000
DG.2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 141.188.272.000
DG.5836 Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 23.796.891.000
DG.6807 Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 45.332.060.000
WA Program Dukungan Manajemen Rp. 203.820.793.000
WA.4813 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjien Kesehatan Lanjutan Rp. 203.820.793.000

Halaman

1

dari

1



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025
I A. INFORMASI KINERJA

:(024)  KEMENTERIAN KESEHATAN

: (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

: (01) DKI JAKARTA

: (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

DS:4000-7207-4926-5000

Halaman: | A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 5.990.286.259.000
2051 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 5.762.402.826.000
1. 01 Jumlah Kab/Kota dengan RSUD kelas D yang ditingkatkan menjadi kelas C
2. 01 Jumlah provinsi yang Sarana, Prasarana, dan Alkes (SPA) di Rumah Sakit wilayahnya memenuhi standar untuk melakukan pelayanan 9 penyakit prioritas
3. 01 Kab/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar
4. 01 Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
5. 01 Persentase UPD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar
6. 01 Persentase penggunaan alat kesehatan dalam negeri di 34 RS vertikal
7. 02 Jumlah RS UPT Vertikal yang dibangun baru dan dikembangkan untuk mendukung pelayanan 9 penyakit prioritas
8. 02 Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar
9. 03 Persentase fasyankes rujukan yang melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
2051.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 21.000,00 orang 10.592.400.000
01 AEF.001 Sosialisasi kualitas fasilitas kesehatan terhadap pelayanan 21000.00 orang 10.592.400.000
masyarakat
2051.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 2,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, 400.000.000
Standar
01 AFA.001 Revisi PMK 40 tahun 2022 terkait bangunan dan prasarana di 2.00 Pedoman 400.000.000
rumah sakit
2051.PEF Sosialisasi dan Diseminasi 250,00 orang 211.850.000
01 PEF.003 Sosialisasi dan Diseminasi bidang alkes RS yang ditetapkan 250.00 orang 211.850.000

sebagai jejaring penyakit prioritas nasional




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4000-7207-4926-5000
Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
DKI JAKARTA
: (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Unit Organisasi : (04)
Provinsi 1 (01)
Kode/Nama Satker

Halaman: | A. 2

Klasifikasi Rincian Output 4 2051.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 3,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, 600.000.000
Standar
Rincian Output - 01 PFA.004 Pedoman Pemenuhan Alat Kesehatan Fasyankes Rujukan untuk 3.00 NSPK 600.000.000
Pelayanan 9 penyakit Prioritas sesuai standar
Klasifikasi Rincian Output 5 2051.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 190,00 Lembaga, Unit Kerja, Tim 1.898.269.000
Rincian Output . 01 QDB.005 RS yang diberikan bimbingan teknis ASPAK untuk ketersediaan 126.00 Lembaga 955.694.000
sarana prasarana dan alat kesehatan
02 QDB.009 Fasyankes pemerintah maupun swasta yang dilakukan 32.00 Lembaga 298.075.000
pembinaan teknis ASPAk
03 QDB.013 Pembinaan teknis pemenuhan dan pengembangan sarana 32.00 Lembaga 644.500.000

prasarana dan alat kesehatan UTD

Klasifikasi Rincian Output 6 2051.QEG Bantuan Peralatan / Sarana 19,00 Unit, Titik, Paket, SR 1.762.620.221.000
Rincian Output . 01 QEG.001 Pembangunan RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC (PN) 10.00 Paket 1.703.677.100.000
bidang Kesehatan)
02 QEG.002 Bantuan Operasional RS Kapal (Pemenuhan PHTC bidang (PN) 9.00 Paket 58.943.121.000
Kesehatan)
Klasifikasi Rincian Output 7 2051.RAB Sarana Bidang Kesehatan 4.080,00 Paket, Unit 3.488.320.122.000
Rincian Output . 01 RAB.006 Pemenuhan Peralatan Onkologi RS UPT Makassar dan Surabaya 1.00 Paket 226.054.999.000

(IsDB) (rujukan)

02 RAB.008 Pemenuhan Peralatan Penunjang dan Peralatan Kesehatan 1.00  Unit 170.051.452.000
RSUPT Riau

03 RAB.009 Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk 4077.00  Unit 2.866.154.473.000
Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11)

04 RAB.010 Pemenuhan Peralatan Onkologi RS UPT Makassar (IsDB) (PN) 1.00 Paket 226.059.198.000

(rujukan)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Halaman: | A. 3
Klasifikasi Rincian Output 8 . 2051.RBV Prasarana Bidang Kesehatan 3,00 Unit 489.796.155.000
Rincian Output . 01 RBV.001 Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Riau 1.00  Unit 346.073.813.000
02 RBV.002 Pembangunan dan Pengembangan Gedung GeneBank Indonesia 1.00 Unit 116.405.669.000
03 RBV.003 Pembayaran penggantian pajak dan biaya lainnya atas hibah luar (PN) 1.00 Unit 27.316.673.000

negeri (LR-12)

Klasifikasi Rincian Output 9 . 2051.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 178,00 Laporan, Rekomendasi 7.963.809.000
Rincian Output . 01 UAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan SPA Puskesmas Sesuai (PN) 78.00 Laporan 214.800.000
Standar Berdasarkan Data ASPAK
02 UAE.004 Sarana Prasarana Alat UTD yang dilakukan monitoring dan 37.00 Laporan 735.844.000
evaluasi
03 UAE.006 Alkes PDN yang dilakukan monitoring dan evaluasi 37.00 Laporan 429.673.000
04 UAE.010 051-Monitoring dan Evaluasi Pasca berakhirnya Program/Proyek 3.00 Laporan 3.152.346.000
I-SPHERE
05 UAE.011 Monitoring Pemanfaatan Bantuan Alat Kesehatan dan Penunjang (PN) 11.00 Laporan 1.615.975.000
BMN SIHREN
06 UAE.012 Pemantauan dan evaluasi RS kelas D/D Pratama yg ditingkatkan (PN) 12.00 Laporan 1.815.171.000

kualitasnya menjadi kelas C

Kegiatan . 2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 17.566.210.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan redistribusi kepesertaan dari puskesmas ke FKTP swasta

Klasifikasi Rincian Output 10 . 2087.AEC Kerja sama 3,00 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan 465.482.000
Rincian Output . 01 AEC.001 Kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3.00 Dokumen 465.482.000

dalam Implementasi program redistribusi kepesertaan JKN

Klasifikasi Rincian Output 11 . 2087.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 22.152,00 orang 10.304.100.000

Rincian Output . 01 AEF.004 Advokasi dan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Primer (LP-3) 21600.00 orang 10.260.000.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Halaman: | A. 4
Sosialisasi dan Diseminasi orang
02 AEF.015 Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (LP-1) 552.00 orang 44.100.000
Klasifikasi Rincian Output 12 . 2087.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 5,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, 939.732.000
Standar
Rincian Output - 01 AFA.018 Pedoman Pelayanan Kesehatan Primer dan Jaminan Kesehatan 1.00 NSPK 199.528.000
(LP-1)
02 AFA.020 NSPK Standarisasi Klinis di FKTP (LP-1) 1.00 NSPK 186.510.000
03 AFA.021 NSPK Rujuk Balik di FKTP (LP-1) 1.00 NSPK 154.550.000
04 AFA.022 Juknis pelaksanaan Kepmenkes Nomor: 1.00 NSPK 199.752.000

HK.01.07/MENKES/2194/2023 tentang rasio dokter dan dokter
gigi terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP

05 AFA.023 Pedoman Penyelenggaraan Praktik Mandiri Tenaga Medis/ 1.00 NSPK 199.392.000
Tenaga Kesehatan (LP-1)

Klasifikasi Rincian Output 13 . 2087.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 5,00 Lembaga, Unit Kerja, Tim 524.202.000
Rincian Output . 01 BDB.002 Implementasi Care Pathway di FKTP (LP-1) 5.00 Lembaga 524.202.000
Klasifikasi Rincian Output 14 . 2087.BIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah 38,00 Pemerintah Daerah 109.560.000
Rincian Output . 01 BIE.OO1 Pengawasan Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktik 38.00 Pemerintah Daerah 109.560.000

Mandiri Dokter (TPMD) dalam Tata Laksana Kasus Rujukan Non
Spesialistik (LP-1)

Klasifikasi Rincian Output 15 . 2087.BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan 14,00 Layanan, Laporan 680.100.000

Rincian Output . 01 BIF.001 Pengawasan Perizinan Berusaha Klinik (LP-1) 14.00 Laporan 680.100.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4000-7207-4926-5000
Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
DKI JAKARTA
: (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Unit Organisasi : (04)
Provinsi 1 (01)
Kode/Nama Satker

Halaman: |A. 5

Klasifikasi Rincian Output 16 . 2087.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 3,00 laporan 570.495.000
Rincian Output 01 BKA.001 Pemantauan Kesiapan Pelayanan Kesehatan dalam rangka 3.00 laporan 570.495.000

Antisipasi Hari Besar Keagamaan, Major Event Nasional, dan

Internasional (LP-1)
Klasifikasi Rincian Output 17 . 2087.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 17,00 Laporan, Rekomendasi 446.810.000
Rincian Output 01 FAE.007 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standarisasi Klinis di FKTP 7.00 Laporan 187.600.000

(LP-1)

02 FAE.008 Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan 10.00 Laporan 259.210.000

Primer Lain dan Jaminan Kesehatan (LP-1)

Klasifikasi Rincian Output 18 . 2087.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 124,00 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, 1.560.473.000

01 FBA.004

Kab/Kota

Rincian Output Pembinaan Perangkat Daerah dalam Menerapkan Standar 38.00 Provinsi 161.448.000
Pelayanan Klinis (LP-1)
02 FBA.005 Pembinaan Dinas Kesehatan dalam rangka Perizinan Berusaha 38.00 Provinsi 494.748.000
Klinik dan Praktik Mandiri Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan (LP-
1)
03 FBA.006 Pembinaan Perangkat Daerah dalam Penerapan Rujuk Balik 45.00 Daerah (Prov/Kab/Kota) 428.207.000
Penyakit Kronis di FKTP (LP-1)
04 FBA.007 Piloting Pelayanan Paliatif Terintegrasi di Fasilitas Pelayanan 3.00 Daerah (Prov/Kab/Kota) 476.070.000
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (LP-1)
Klasifikasi Rincian Output 19 . 2087.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, 169.990.000
Standar
Rincian Output 01 PFA.005 NSPK Integrasi Pelayanan Kesehatan dengan Pelibatan FKTP (PN) 1.00 NSPK 169.990.000

Lain (LP-1)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Halaman: | A. 6
Klasifikasi Rincian Output 20 . 2087.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 12,00 Laporan, Rekomendasi 517.990.000
Rincian Output . 01 UAE.002 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Integrasi Pelayanan (PN) 12.00 Laporan 517.990.000

Kesehatan di Puskesmas dan FKTP Lain (LP-1)

Klasifikasi Rincian Output 21 . 2087.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 105,00 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, 1.277.276.000
Kab/Kota
Rincian Output . 01 UBA.001 Pembinaan Perangkat Daerah dalam Penguatan Implementasi (PN) 67.00 Daerah (Prov/Kab/Kota) 618.230.000

Integrasi pelayanan Program Prioritas di Puskesmas dengan
Klinik Pratama dan TPMD

02 UBA.002 Pembinaan Penyenggaraan Rekam Medis Elektronik di Klinik (PN) 38.00 Provinsi 659.046.000
serta Praktik Mandiri Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan

Kegiatan © 2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 141.188.272.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Jumlah RS yang dengan kompetensi strata 4 pada 9 penyakit prioritas
2. 01 Jumlah RS yang memberikan layanan trauma center di Kab/kota
3. 01 Jumlah fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan telemedicine
4. 01 Jumlah provinsi yang memiliki RS yang diampu dalam penyelenggaraan pelayanan 9 penyakit prioritas nasional (Jantung, Kanker, DM-ginjal- hati, Stroke/Otak,
KIA, TB, Penyakit Infeksi)
5. 01 Peneliti di CRU RS yang tersertifikasi GCP
6. 01 Persen populasi direkrut untuk penyimpanan biobank
7. 01 Persen populasi yang menggunakan farmakogenetika
8. 01 Persentase Kabupaten/Kota dengan RS PONEK sesuai standar
9. 01 Persentase RS Pemerintah dengan kompetensi minimal strata Madya untuk pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato dan/atau Kesehatan Jiwa, sesuai dengan
Keputusan Menteri Kesehatan
10. 01 Persentase RS Pemerintah yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap Perempuan dan anak
11. 01 Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu
12. 01 Persentase faskes yang melaksanakan dan melaporkan audit medis

13. 01 Persentase fasyankes rujukan di seluruh provinsi yang ditingkatkan dari RS strata madya ke strata utama




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Halaman: |A. 7

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

14. 01 Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah dengan kompetensi layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro dan/atau KIA minimal strata madya
15. 01 Persentase penurunan pasien WNI yang dirawat ke Malaysia dan Singapore
16. 01 Persentase provinsi yang memiliki RS pemerintah dengan kapasitas layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro dan/atau KIA minimal strata utama
17. 01 Presentase rumah sakit vertikal yang melaporkan audit medis pada 9 layanan prioritas setiap 6 bulan
18. 01 Presentase rumah sakit yang diampu dalam jejaring pengampuan yang melaporkan audit medis pada 9 layanan prioritas setiap tahun
19. 01 RS yang sudah memiliki CRU sesuai Standar
20. 01 persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional
Klasifikasi Rincian Output 22 . 2090.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan 11,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 365.980.000
Rincian Output - 01 ABG.001 Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) 10.00 Rekomendasi Kebijakan 265.980.000
02 ABG.002 Rancangan Pedoman Kilasifikasi Rumah Sakit 1.00 Rekomendasi Kebijakan 100.000.000
Klasifikasi Rincian Output 23 . 2090.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 21.000,00 orang 10.159.681.000
Rincian Output . 01 AEF.001 Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan 21000.00 orang 10.159.681.000
Klasifikasi Rincian Output 24 . 2090.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 5,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, 500.000.000
Standar
Rincian Output . 01 AFA.001 NSPK Standarisasi Klinis 2.00 NSPK 200.000.000
02 AFA.005 NSPK Modul Penyusunan Tarif RS 1.00 NSPK 100.000.000
03 AFA.007 NSPK pelayanan mata di RS 1.00 NSPK 100.000.000

04 AFA.008 NSPK pelayanan gigi di RS 1.00 NSPK 100.000.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
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Klasifikasi Rincian Output 25 . 2090.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1.919,00 Lembaga, Unit Kerja, Tim 1.768.110.000
Rincian Output . 01 BDB.001 Pembinaan Implementasi Pelayanan sesuai Standar 37.00 Lembaga 137.845.000
02 BDB.002 Pembinaan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN 1354.00 Lembaga 200.000.000
03 BDB.005 Rumah sakit yang diberikan pembinaan pembiayaan kesehatan 36.00 Lembaga 333.994.000
dan jaminan kesehatan
04 BDB.006 Implementasi NSPK Standarisasi Klinis 345.00 Lembaga 102.806.000
05 BDB.007 RS yang diberikan pembinaan pelayanan mata 38.00 Lembaga 162.331.000
06 BDB.008 Fasyankes yang diberikan pembinaan pelayanan darah 38.00 Lembaga 177.263.000
07 BDB.009 RS yang diberikan pembinaan pelayanan gigi dan mulut 38.00 Lembaga 162.331.000
08 BDB.010 Pembinaan RS Terkait Penghitungan Unit Cost di RS 18.00 Lembaga 287.900.000
09 BDB.034 Penyelesaian Klaim Pelayanan Tertentu 15.00 Lembaga 203.640.000
Klasifikasi Rincian Output 26 . 2090.BKC Pemantauan lembaga 3,00 laporan 396.819.000
Rincian Output - 01 BKC.001 Implementasi pelaksanaan institusi penerima wajib lapor di rumah 1.00 laporan 98.923.000
sakit
02 BKC.002 Implementasi pelayanan transplantasi organ di rumah sakit 1.00 laporan 198.948.000
03 BKC.003 Implementasi pedoman perizinan hiperbarik 1.00 laporan 98.948.000
Klasifikasi Rincian Output 27 . 2090.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 4,00 Laporan, Rekomendasi 174.501.000
Rincian Output - 01 FAE.007 Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Lain 3.00 Laporan 77.400.000
02 FAE.051 Supervisi pelaksanaan perizinan berusaha fasyankes 1.00 Laporan 97.101.000
Klasifikasi Rincian Output 28 . 2090.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan 2,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 200.000.000
Rincian Output - 01 PBG.010 Pedoman Penyelenggaraaan Pelayanan Kateterisasi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 100.000.000

02 PBG.011 Pedoman tentang Pengampuan Layanan Prioritas Non KIJSU KIA 1.00 Rekomendasi Kebijakan 100.000.000
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Klasifikasi Rincian Output 29 . 2090.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1.904,00 Lembaga, Unit Kerja, Tim 57.295.401.000
Rincian Output . 01 QDB.001 Pembinaan RS PONEK serta Operasi Sectio Caesarea Darurat 570.00 Lembaga 336.781.000
dalam Waktu Kurang Atau Sama Dengan 30 Menit
02 QDB.002 RS menerapkan Rekam Medis Elektronik 481.00 Lembaga 437.265.000
03 QDB.006 layanan prioritas kardiovaskuler di rumah sakit 10.00 Lembaga 295.275.000
04 QDB.007 layanan prioritas kanker di rumah sakit 9.00 Lembaga 269.955.000
05 QDB.008 layanan prioritas stroke di rumah sakit 10.00 Lembaga 290.775.000
06 QDB.009 layanan prioritas Respirasi dan TB di rumah sakit 80.00 Lembaga 732.544.000
07 QDB.010 layanan prioritas diabetes mellitus di rumah sakit 177.00 Lembaga 506.715.000
08 QDB.011 layanan prioritas uronefrologi di rumah sakit 10.00 Lembaga 296.280.000
09 QDB.012 layanan prioritas penyakit infeksi emerging di rumah sakit 50.00 Lembaga 121.320.000
10 QDB.013 layanan kesehatan jiwa di rumah sakit 100.00 Lembaga 359.802.000
11 QDB.014 layanan prioritas Gastrohepatologi di rumah sakit 40.00 Lembaga 125.205.000
12 QDB.015 layanan prioritas Kesehatan Ibu dan Anak di rumah sakit 8.00 Lembaga 223.007.000
13 QDB.017 Pengampuan Layanan Jantung-Stroke-Uronefrologi-KIA 235.00 Lembaga 25.802.052.000
(SIHREN)
14 QDB.018 Registry Layanan JSU KIA (SIHREN) 124.00 Lembaga 27.498.425.000
Klasifikasi Rincian Output 30 . 2090.QEG Bantuan Peralatan / Sarana 9,00 Unit, Titik, Paket, SR 26.379.779.000
Rincian Output . 01 QEG.001 Dukungan operasional RS Kapal (Pemenuhan PHTC bidang (PN) 9.00 Paket 26.379.779.000
Kesehatan)
Klasifikasi Rincian Output 31 . 2090.SCM Pelatihan Bidang Kesehatan 1.753,00 Orang, Kegiatan 42.699.523.000
Rincian Output . 01 SCM.001 Pelatihan Layanan Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan (PN) 556.00 Orang 22.197.948.000

Ibu dan Anak (SIHREN)
02 SCM.002 Pelatihan Layanan Kanker (SIHREN) (PN) 1197.00 Orang 20.501.575.000
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Halaman: | A. 10

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

32 . 2090.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 42,00 Laporan, Rekomendasi
01 UAE.001 Laporan Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan  (PN) 4,00 Laporan
RS Bergerak/ Kapal
02 UAE.002 Monitoring Evaluasi Layanan Prioritas KISU KIA (PN) 23.00 Laporan
03 UAE.003 Monitoring Evaluasi Layanan Prioritas Non KJSU KIA (PN) 15.00 Laporan
5836 Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
1. 01 Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000
2. 01 Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
3. 01 Persentase RS yang terakreditasi
4. 01 Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
5. 01 Persentase puskesmas terakreditasi
6. 02 Persentase Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi
7. 02 Persentase Klinik Utama yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan yang ditentukan
8. 02 Persentase klinik pratama terakreditasi
9. 03 Persentase UTD yang terakreditasi
10. 03 Persentase tempat praktik mandiri dokter/Drg (TPMD) yang melakukan pengukuran INM (Indikator Nasional Mutu) pelayanan kesehatan
11. 04 Persentase fasyankes rujukan yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan
12. 05 Persentase fasyankes rujukan yang melaporkan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di fasyankes rujukan
33 . G5836.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 22.510,00 orang
01 AEF.001 Sosialisasi Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien di Fasilitas 21600.00 orang
Kesehatan
02 AEF.002 Sosialisasi dan Deseminasi di Fasyankes Lainnya (LR-11) 450.00 orang
03 AEF.003 Sosialisasi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di FKTP 260.00 orang
04 AEF.004 Peningkatan Kepatuhan terhadap standar Pelayanan kesehatan 100.00 orang

1.248.478.000

275.440.000

606.138.000
366.900.000

23.796.891.000

13.445.031.000

10.361.160.000

622.355.000
744.050.000
855.450.000
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Sosialisasi dan Diseminasi orang
Klinik Melalui Pengukuran Indikator Nasional Mutu 100.00 orang
05 AEF.005 Pelaporan Kepatuhan terhadap standar Pelayanan kesehatan 100.00 orang 862.016.000

Klinik Melalui Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Klasifikasi Rincian Output 34 . 5836.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 4,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, 954.300.000
Standar

Rincian Output . 01 AFA.003 NSPK Mutu dan Akreditasi Fasyankes lainnya (LR-11) 2.00 NSPK 358.140.000

02 AFA.004 Pedoman Mutu Labkes, TPMD/TPMDG dan Fasyankes Lainnya 1.00 NSPK 455.540.000

03 AFA.006 Pedoman Pengukuran Kepatuhan Fasyankes terhadap PPK dan 1.00 NSPK 140.620.000

Care Pathways

Klasifikasi Rincian Output 35 . 5836.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 59,00 Lembaga, Unit Kerja, Tim 2.266.834.000
Rincian Output - 01 BDB.001 Institusi Pendidikan Yang Berkomitmen Mendukung Rumah Sakit 2.00 Lembaga 345.630.000
Membangun Budaya Keselamatan Pasien Menuju Zero Harm
02 BDB.002 Penerapan Survei Budaya Keselamatan Untuk Peningkatan Mutu 39.00 Lembaga 366.252.000
dan Keselamatan Pasien Bagi Petugas di Rumah Sakit
03 BDB.003 Fasilitasi Peningkatan Budaya Mutu dan Keselamatan pasien di 17.00 Lembaga 750.492.000
Fasyankes (LR-11)
04 BDB.005 Peningkatan Fasilitas Kesehatan melalui Evaluasi dan Pembinaan 1.00 Lembaga 804.460.000
Klasifikasi Rincian Output 36 . 5836.BKC Pemantauan lembaga 39,00 laporan 709.370.000
Rincian Output . 01 BKC.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keselamatan Pasien 29.00 laporan 500.420.000

di Rumah Sakit
02 BKC.002 Pemantauan Mutu di Fasyankes Lainnya 10.00 laporan 208.950.000
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Klasifikasi Rincian Output 37 . 5836.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan 4,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 930.629.000
Rincian Output . 01 PBG.001 Peningkatan Kepatuhan terhadap standar Pelayanan kesehatan 2.00 Rekomendasi Kebijakan 426.429.000

Rumah Sakit Melalui Pelaporan Indikator Nasional Mutu dan
Insiden Keselamatan Pasien
02 PBG.002 Peningkatan Kepatuhan terhadap standar Pelayanan kesehatan 2.00 Rekomendasi Kebijakan 504.200.000
melalui Pengukuran Indikator Nasional Mutu dan Insiden
Keselamatan Pasien di FKTP

Klasifikasi Rincian Output 38 . 5836.PDE Akreditasi Lembaga 86,00 Lembaga, Unit Kerja 1.498.815.000
Rincian Output . 01 PDE.001 Rumah Sakit Terakreditasi paripurna 46.00 Lembaga 499.005.000
02 PDE.002 FKTP yang terakreditasi 20.00 Lembaga 611.130.000
03 PDE.003 Klinik Terakreditasi Paripurna 20.00 Lembaga 388.680.000
Klasifikasi Rincian Output 39 . 5836.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 4,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, 515.897.000
Standar
Rincian Output . 01 PFA.001 NSPK Mutu dan Akreditasi Klinik (LP-01) 1.00 NSPK 142.378.000
02 PFA.002 NSPK Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit (LR-11) 1.00 NSPK 114.624.000
03 PFA.005 Penyusunan Strategi Nasional Keselamatan Pasien (PN) 1.00 NSPK 116.452.000
04 PFA.007 Pedoman Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK) di Klinik (PN) 1.00 NSPK 142.443.000
Klasifikasi Rincian Output 40 . 5836.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 38,00 Lembaga, Unit Kerja, Tim 1.603.115.000
Rincian Output - 01 QDB.010 Penyelenggaraan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PN) 38.00 Lembaga 1.603.115.000

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Klasifikasi Rincian Output 41 . 5836.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 1,00 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, 1.872.900.000
Penyalur, Keputusan
Rincian Output . 01 QIC.001 Pengawasan Penyelenggaraan Akreditasi (PN) 1.00 Lembaga 1.872.900.000
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Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Lembaga, Laporan, Badan Usaha,
Penyalur, Keputusan
Kegiatan © 6807 Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan 45.332.060.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Persentase RS BLU yang kinerja pelayanan dan keuangannya baik
2. 02 Jumlah RS Pendidikan yang berjejaring dalam program Academic Health System (AHS)
3. 03 Jumlah RS yang mengembangkan program kerja sama dengan Luar Negeri (LN)
4. 05 Jumlah Provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (RPJMN)
5. 06 Jumlah Fasyankes yang diampu dalam melaksanakan Telemedicine (RPJMN)
6. 08 Jumlah RS yang menyelenggarakan Pendidikan spesialis dan / atau sub spesialis berbasis RS
7. 09 RS Pemerintah yang Memenuhi Tingkat Maturitas Kemandirian
8. 11 Jumlah RS yang mengembangkan layanan unggulan / center of excellence melalui kerja sama dengan RS atau Institusi Kesehatan Luar Negeri
9. 12 Jumlah RS yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis
10. 13 Persentase Rumah Sakit memberikan layanan ramah penyandang disabilitas
11. 14 Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu visite dokter pelayanan rawat inap
12. 15 ¢Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu pelayanan rawat jalan
Klasifikasi Rincian Output 42 . 6807.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 22.200,00 orang 10.600.500.000
Rincian Output . 01 AEF.001 Sosialisasi dan Advokasi Tata Kelola Pelayanan Kesehatan (LP- 22200.00 orang 10.600.500.000
03)
Klasifikasi Rincian Output 43 . 6807.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 5,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, 500.000.000
Standar
Rincian Output . 01 AFA.003 Pedoman Program Sister Hospital RS dengan Luar Negeri (LR- 1.00 NSPK 100.000.000
11)

02 AFA.004 NSPK RS Pendidikan (LR-11) 1.00 NSPK 100.000.000
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Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK, Rancangan Standar, Pedoman,
Standar
03 AFA.006 NSPK Sel punca (LR-11) 1.00 NSPK 100.000.000
04 AFA.012 NSPK Kegawatdaruratan Pada Penyelenggaraan Dukungan 1.00 NSPK 100.000.000
Pelayanan Kesehatan Major Event (LR-11)
05 AFA.013 NSPK Pengembangan Pelayanan Wisata Medis (LR-11) 1.00 NSPK 100.000.000
Klasifikasi Rincian Output 44 . 6807.BAH Pelayanan Publik Lainnya 5,00 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik 1.300.000.000
Rincian Output - 01 BAH.001 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Pada Kegiatan Nasional dan 5.00 layanan 1.300.000.000
Internasional (LR-11)
Klasifikasi Rincian Output 45 . 6807.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 219,00 Lembaga, Unit Kerja, Tim 5.577.960.000
Rincian Output . 01 BDB.001 Pembinaan dan Fasilitasi di RS Pendidikan (LR-11) 100.00 Lembaga 974.800.000
02 BDB.005 Program Sister Hospital dengan RS Luar Negeri (LR-11) 10.00 Lembaga 1.500.000.000
03 BDB.009 Program TRB di Rumah Sakit (LR-11) 15.00 Lembaga 253.160.000
04 BDB.014 Fasilitasi Pengembangan Sel Punca dan Sel (LR-11) 8.00 Lembaga 600.000.000
05 BDB.017 Fasilitasi dan Pembinaan Penelitian Klinik di RS Pendidikan (LR- 38.00 Lembaga 500.000.000
11)
06 BDB.023 Pembinaan Pelayanan Wisata Medis (LR-11) 8.00 Lembaga 850.000.000
07 BDB.024 Pembinaan Pelayanan TRB (LR-11) 20.00 Lembaga 400.000.000
08 BDB.025 Pengembangan kerja sama RS dengan mitra luar negeri (LR-11) 20.00 Lembaga 500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 46 . 6807.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 3,00 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, 300.000.000
Standar
Rincian Output . 01 PFA.003 NSPK Pedoman Penyelenggaraan Operasional BLU RS 1.00 NSPK 100.000.000
Pemerintah (LR-12)
02 PFA.004 NSPK SISRUTE (LR-11) 1.00 NSPK 100.000.000
03 PFA.005 Pedoman Instrumen Monitoring Kinerja Keuangan dan (PN) 1.00 NSPK 100.000.000

Operasional BLU RS Pemerintah [NSPK]




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Halaman: | A. 15
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK, Rancangan Standar, Pedoman,
Standar
Klasifikasi Rincian Output 47 . 6807.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 587,00 Lembaga, Unit Kerja, Tim 27.053.600.000
Rincian Output . 01 QDB.005 Implementasi Layanan Telemedicine (LR-11) 350.00 Lembaga 1.000.000.000
02 QDB.008 Pembinaan BLU RS Pemerintah yang Mandiri (LR-12) 50.00 Lembaga 1.500.000.000
03 QDB.009 Implementasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) (LR-11) 100.00 Lembaga 1.300.000.000
04 QDB.011 Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama sebagai (PN) 10.00 Lembaga 21.103.600.000
Penyelenggaraan Program PPDS
05 QDB.012 Rumah Sakit Vertikal yang tata kelola dan pelayanannya setara (PN) 37.00 Lembaga 850.000.000
World Class Hospital
06 QDB.013 RS BLU Kemenkes, RS BLUD, dan RS BLU TNI/POLRI yang (PN) 40.00 Lembaga 1.300.000.000
memiliki Kinerja Pelayanan Baik (LR-12) [Lembaga]

Program 1 024.04.WA Program Dukungan Manajemen 203.820.793.000
Kegiatan 1 4813 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Lanjutan 203.820.793.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

2. 03 Nilai kinerja anggaran Ditjen Kesehatan Lanjutan
Klasifikasi Rincian Output 1 . 4813.AAH Peraturan lainnya 12,00 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat 1.581.802.000
Keputusan
Rincian Output . 01 AAH.001 Peraturan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 12.00 peraturan 1.581.802.000
Klasifikasi Rincian Output 2 . 4813.BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan 1,00 Layanan, Laporan 1.287.753.000

Rincian Output . 01 BIF.001 Layanan Pengawasan dan Pengendalian Internal Ditjen Yankes 1.00 Laporan 1.287.753.000
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Klasifikasi Rincian Output 3 . 4813.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 13,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 94.126.756.000
Rekomendasi, Unit
Rincian Output . 01 EBA.956 Layanan BMN 500 Layanan 1.504.366.000
02 EBA.957 Layanan Hukum 1.00 Layanan 1.033.150.000
03 EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 3.00 Layanan 891.132.000
04 EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan 1.204.177.000
05 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 5.559.359.000
06 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 1.566.493.000
07 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 82.368.079.000
Klasifikasi Rincian Output 4 . 4813.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1,00 Orang, Layanan, Rekomendasi 1.767.766.000
Rincian Output . 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.00 Orang 1.767.766.000
Klasifikasi Rincian Output 5 . 4813.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7,00 Dokumen, Layanan, Laporan, 9.510.757.000
Rekomendasi
Rincian Output . 01 EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 4.00 Layanan 5.822.914.000
02 EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Layanan 1.317.900.000
03 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 2.00 Layanan 2.369.943.000
Klasifikasi Rincian Output 6 . 4813.FAD Perencanaan dan Penganggaran 38,00 Layanan, Dokumen 1.274.800.000
Rincian Output - 01 FAD.001 Perencanaan dan Penganggaran Program Transfer Daerah 38.00 Layanan 1.274.800.000
Klasifikasi Rincian Output 7 . 4813.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 4,00 Lembaga, Unit Kerja, Tim 94.271.159.000
Rincian Output - 01 QDB.001 Faslitasi Pengelolaan Proyek Penguatan RS Rujukan Nasional 1.00 Lembaga 36.535.928.000

dan UPT Vertikal (IsDB) (LR)
02 QDB.002 Fasilitasi Pengelolaan Proyek Penguatan Pusat Layanan Kanker 1.00 Lembaga 19.265.186.000




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Halaman: | A. 17
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Lembaga, Unit Kerja, Tim
Terpadu UPT Vertikal (IsDB) (LR) 1.00 Lembaga
03 QDB.003 Fasilitasi dan Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Proyek (PN) 2.00 Lembaga 38.470.045.000

Penguatan RS Layanan KJSU (SIHREN)

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001



Kementerian Negara/Lembaga : (024)
Unit Organisasi : (04)
Provinsi 1 (01)
Kode/Nama Satker : (466080)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

DKI JAKARTA

| B. SUMBER DANA

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

DS:4000-7207-4926-5000

Halaman: IB. 1

Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 6.194.107.052.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 233.915.786 Rp. 3.415.170.468.000
1. Rupiah Murni Rp. 2.685.567.223.000 (2) RPLN uUss 6.395.162 Rp. 93.369.361.000
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing Uss$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 3.508.539.829.000 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 ISLAMICDEVELOPMENT [EUR
IDN-1054|USD 29.461,19 457.111.085
15A3839A|IDR 471.379.096,00 14.268.011
2 1 ISLAMICDEVELOPMENT [EUR
IDN-1070|USD 87.256,88 1.382.750.024
1CHPFTXA|IDR 1.396.110.000,00 13.359.976
2 1 ISLAMICDEVELOPMENT [EUR
IDN-1070|USD 87.256,88 1.382.750.024
1CHPFTXA|IDR 1.396.110.000,00 13.359.976
3 1 ASIANINFRASTRUCTUR|EUR
LO787A[USD 49.835,63 797.370.005
1DHXJGJA|IDR 797.370.005,00
4 1 INTERNATIONALBANK|EUR
9626-ID|USD 50.446,53 745.614.468

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025

| B. SUMBER DANA

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Halaman: I B. 2
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 6.194.107.052.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 233.915.786 Rp. 3.415.170.468.000
1. Rupiah Murni Rp. 2.685.567.223.000 (2) RPLN uUss 6.395.162 Rp. 93.369.361.000
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uUss 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 3.508.539.829.000 (2) RHLN Uss$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1M3VFB7A|IDR 807.144.513,00 3 61.530.045
5 1 ISLAMICDEVELOPMENT [USD
IDN-1031/60000566|USD 2.283,50 32.324.886
INAPT2PA|IDR 36.535.928,00 4.211.042
6 1 -|-
LOANBELUMEFEKTIF{USD 0,02
99999999|IDR 287,00 3

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi 1 (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : II. 1
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
466080 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN - 4.950.407.044 1.243.700.008 - - 6.194.107.052
024.04.DG|Program Pelayanan Kesehatan dan JKN - 4.754.471.937 1.235.814.322 - - 5.990.286.259
2051|Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan - 4.526.588.504 1.235.814.322 - - 5.762.402.826
2051.AEF|Sosialisasi dan Diseminasi - 10.592.400 - - - 10.592.400, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 10.592.400 - - - 10.592.400 182@
2051.AFA|Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 400.000 - - - 400.000, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 400.000 - - - 400.000, 182@
2051.PEF|Sosialisasi dan Diseminasi - 211.850 - - - 211.850, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 211.850 - - - 211.850 182@
2051.PFA|Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 600.000 - - - 600.000] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : II. 2
Kewenangan 1 (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01|RM - 600.000 - - - 600.000 182@
2051.QDB |Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 1.898.269 - - - 1.898.269| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 1.898.269 - - - 1.898.269] 182@
2051.QEG|Bantuan Peralatan / Sarana - 1.703.677.100 58.943.121 - - 1.762.620.221| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 1.703.677.100 58.943.121 - - 1.762.620.221| 182@
2051.RAB|Sarana Bidang Kesehatan - 2.774.496.603 713.823.519 - - 3.488.320.122| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - - 170.051.452 - - 170.051.452| 182@
02|PLN - - 452.113.910 - - 452.113.910, 140 PL  15A3839A
02|PLN - 1.292.190.372 30.979.628 - - 1.323.170.000, 140@ PL 1CHPFTXA
02|PLN - 766.241.917 31.128.088 - - 797.370.005 140@ PL 1DHXJGJA
02|PLN - 716.064.027 29.550.441 - - 745.614.468) 140@ PL 1M3VFB7A




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : II. 3
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02(PLN - 287 - - - 287 140@ RK 99999999
2051.RBV|Prasarana Bidang Kesehatan - 27.331.093 462.465.062 - - 489.796.155( 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 27.331.093 462.465.062 - - 489.796.155( 182@
2051.UAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 7.381.189 582.620 - - 7.963.809] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 7.381.189 582.620 - - 7.963.809] 182@
2087 |Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer - 17.566.210 - - - 17.566.210
2087.AEC |Kerja sama - 465.482 - - - 465.482| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 465.482 - - - 465.482 182@
2087.AEF|Sosialisasi dan Diseminasi - 10.304.100 - - - 10.304.100 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 10.304.100 - - - 10.304.100 182@




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : II. 4
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2087.AFA|Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 939.732 - - - 939.732| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 939.732 - - - 939.732| 182@
2087.BDB|Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 524.202 - - - 524.202| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 524.202 - - - 524.202| 182@
2087.BIE|Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah - 109.560 - - - 109.560| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 109.560 - - - 109.560 182@
2087.BIF |Pengawasan dan Pengendalian Layanan - 680.100 - - - 680.100, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 680.100 - - - 680.100, 182@
2087.BKA|Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat - 570.495 - - - 570.495| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi 1 (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : II. 5
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01|RM - 570.495 - - - 570.495 182@
2087.FAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 446.810 - - - 446.810, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 446.810 - - - 446.810, 182@
2087.FBA|Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah - 1.560.473 - - - 1.560.473] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 1.560.473 - - - 1.560.473 182@
2087.PFA|Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 169.990 - - - 169.990| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 169.990 - - - 169.990| 182@
2087.UAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 517.990 - - - 517.990, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 517.990 - - - 517.990, 182@




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : IIl. 6
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2087.UBA|Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah - 1.277.276 - - - 1.277.276| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 1.277.276 - - - 1.277.276 182@
2090|Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan - 141.188.272 - - - 141.188.272
2090.ABG |Kebijakan Bidang Kesehatan - 365.980 - - - 365.980, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 365.980 - - - 365.980 182@
2090.AEF |Sosialisasi dan Diseminasi - 10.159.681 - - - 10.159.681| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 10.159.681 - - - 10.159.681 182@
2090.AFA|Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 500.000 - - - 500.000, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 500.000 - - - 500.000 182@




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi 1 (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : II. 7
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2090.BDB |Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 1.768.110 - - 1.768.110, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 1.768.110 - - 1.768.110 182@
2090.BKC |Pemantauan lembaga - 396.819 - - 396.819| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 396.819 - - 396.819 182@
2090.FAE|Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 174.501 - - 174501 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 174.501 - - 174.501 182@
2090.PBG |Kebijakan Bidang Kesehatan - 200.000 - - 200.000, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 200.000 - - 200.000] 182@
2090.QDB |Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 57.295.401 - - 57.295.401] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : II. 8
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01|RM - 3.994.924 - - - 3.994.924 182@
02|PLN - 27.498.425 - - - 27.498.425 140 PL 1CHPFTXA
02|PLN - 25.802.052 - - - 25.802.052 140 RK 1M3VFB7A
2090.QEG |Bantuan Peralatan / Sarana - 26.379.779 - - - 26.379.779] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 26.379.779 - - - 26.379.779 182@
2090.SCM |Pelatihan Bidang Kesehatan - 42.699.523 - - - 42.699.523| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
02|PLN - 19.541.599 - - - 19.541.509 140 PL 1CHPFTXA
02[PLN - 959.976 - - - 959.976/ 140 RK 1CHPFTXA
02|PLN - 22.197.948 - - - 22.197.948 140 RK 1M3VFB7A
2090.UAE |Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 1.248.478 - - - 1.248.478 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 1.248.478 - - - 1.248.478 182@




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : II. 9
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5836 |Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan - 23.796.891 - - - 23.796.891
5836.AEF |Sosialisasi dan Diseminasi - 13.445.031 - - - 13.445.031| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 13.445.031 - - - 13.445.031 182@
5836.AFA|Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 954.300 - - - 954.300, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 954.300 - - - 954.300 182@
5836.BDB |Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 2.266.834 - - - 2.266.834| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 2.266.834 - - - 2.266.834 182@
5836.BKC |Pemantauan lembaga - 709.370 - - - 709.370, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 709.370 - - - 709.370 182@




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : Il. 10
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5836.PBG |Kebijakan Bidang Kesehatan - 930.629 - - - 930.629| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 930.629 - - - 930.629 182@
5836.PDE |Akreditasi Lembaga - 1.498.815 - - - 1.498.815| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 1.498.815 - - - 1.498.815 182@
5836.PFA|Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 515.897 - - - 515.897| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 515.897 - - - 515.897| 182@
5836.QDB |Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 1.603.115 - - - 1.603.115| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 1.603.115 - - - 1.603.115 182@
5836.QIC|Pengawasan dan Pengendalian Lembaga - 1.872.900 - - - 1.872.900, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : Il. 11
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01|RM - 1.872.900 - - - 1.872.900 182@
6807 |Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan - 45.332.060 - - - 45.332.060]
6807.AEF |Sosialisasi dan Diseminasi - 10.600.500 - - - 10.600.500 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 10.600.500 - - - 10.600.500, 182@
6807.AFA[Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 500.000 - - - 500.000, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 500.000 - - - 500.000 182@
6807.BAH [Pelayanan Publik Lainnya - 1.300.000 - - - 1.300.000f 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 1.300.000 - - - 1.300.000 182@
6807.BDB |Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 5.577.960 - - - 5.577.960, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 5.577.960 - - - 5.577.960 182@




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : 1. 12
Kewenangan 1 (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6807.PFA|Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 300.000 - - - 300.000, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 300.000 - - - 300.000, 182@
6807.QDB|Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 27.053.600 - - - 27.053.600, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 27.053.600 - - - 27.053.600, 182@
024.04.WA [Program Dukungan Manajemen - 195.935.107 7.885.686 - - 203.820.793
4813|Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Lanjutan - 195.935.107 7.885.686 - - 203.820.793
4813.AAH |Peraturan lainnya - 1.581.802 - - - 1.581.802] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 1.581.802 - - - 1.581.802 182@
4813.BIF|Pengawasan dan Pengendalian Layanan - 1.287.753 - - - 1.287.753] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01{RM - 1.287.753 - - - 1.287.753| 182@




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi 1 (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : Il. 13
Kewenangan - (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4813.EBA |Layanan Dukungan Manajemen Internal - 94.126.756 - - - 94.126.756| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 94.126.756 - - - 94.126.756 182@
4813.EBC|Layanan Manajemen SDM Internal - 1.767.766 - - - 1.767.766] 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 1.767.766 - - - 1.767.766) 182@
4813.EBD |Layanan Manajemen Kinerja Internal - 9.510.757 - - - 9.510.757| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 9.510.757 - - - 9.510.757 182@
4813.FAD |Perencanaan dan Penganggaran - 1.274.800 - - - 1.274.800, 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)
01(RM - 1.274.800 - - - 1.274.800 182@
4813.QDB|Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 86.385.473 7.885.686 - - 94.271.159| 01.54
(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

1 (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
1 (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4000-7207-4926-5000

Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Halaman : 1. 14
Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] (58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02|PLN 4.997.175 - - 4.997.175 140 PL 15A3839A
02|PLN 12.540.000 - - 12.540.000, 140 PL 1CHPFTXA
02|PLN 24.439.200 7.885.686 - 32.324.886| 140 PL 1NAPT2PA
02|PLN 10.743.400 - - 10.743.400, 140 RK  15A3839A
02|PLN 5.685.600 - - 5.685.600] 140 RK 1CHPFTXA
02|PLN 8.054.980 - - 8.054.980| 140 RK 1M3VFB7A
02|PLN 1.690.560 - - 1.690.560] 140 RK 1NAPT2PA
02|PLN 3.524.611 - - 3.524.611| 182 RK  15A3839A
02|PLN 6.714.400 - - 6.714.400| 182@ RK 1CHPFTXA
02|PLN 5.475.065 - - 5.475.065| 182 RK 1M3VFB7A
02|PLN 2.520.482 - - 2520482 182 RK 1NAPT2PA

JUMLAH 4.950.407.044 1.243.700.008 - 6.194.107.052

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-024.04.1.466080/2025

DS:4000-7207-4926-5000
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
| Halaman : IIl. 1
Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO|  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1l 466080 KANTOR PUSAT DIREKTORAT
JENDERAL KESEHATAN
LANJUTAN
RENCANA PENARIKAN DANA 56.821] 195.018.467 27.013.197] 55.997.813] 100.480.927 1.547.965.221 71.786.579 85.333.903] 218.205.358 2.173.768.135) 1.195.344.571 523.136.059 6.194.107.052]
BELANJA BARANG 56.821] 194.963.899 26.084.674 54.542.097 32.420.670 1.310.608.001 31.677.010] 26.692.514 77.785.096 2.066.558.158] 872.230.450 256.787.655 4.950.407.044
BELANJA MODAL 0 54.569 928.523 1.455.716 68.060.257 237.357.220 40.109.569 58.641.389 140.420.263 107.209.977| 323.114.121 266.348.405 1.243.700.008]
024.04.DG.2051 Pembinaan Fasilitas Pelayanan 0 192.273.006 5.749.118| 33.320.790) 73.769.228]  1.519.823.712 43.610.788 61.841.641 193.209.468]  2.151.018.552)  1.161.545.509 326.241.015 5.762.402.826
Kesehatan Rujukan
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 192.229.039 5.698.705) 31.951.747] 7.103.359 1.283.335.259) 3.587.892 3.288.156 53.535.365) 2.043.853.971] 839.612.749 62.392.263] 4.526.588.504]
53 BELANJA MODAL 0 43.967| 50.413] 1.369.043] 66.665.870 236.488.452 40.022.896 58.553.485 139.674.104 107.164.581 321.932.760 263.848.752 1.235.814.322]
024.04.DG.2087 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 10.440) 5.220) 776.129) 1.496.854) 1.420.091] 3.589.100) 2.227.964 861.984) 799.591] 1.835.345 4.543.494 17.566.210)
Primer
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 10.440| 5.220 776.129) 1.496.854] 1.420.091 3.589.100) 2.227.964) 861.984 799.591] 1.835.345 4.543.494) 17.566.210)
024.04.DG.2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan 0 221.723 5.530.374] 6.307.012] 4.984.000 4.340.071] 4.999.002) 5.027.083 4.626.784) 4.493.647 1.930.572 98.728.003 141.188.272
Rujukan
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 221.723 5.530.374 6.307.012) 4.984.000) 4.340.071 4.999.002] 5.027.083 4.626.784 4.493.647| 1.930.572 98.728.003] 141.188.272
024.04.DG.5836 Pembinaan Mutu Pelayanan 0 0 309.780) 1.922.880) 2.059.149) 3.389.960) 3.193.515] 3.369.467| 3.321.025 2.990.647| 2.719.568 520.900 23.796.891]
Kesehatan Rujukan
52 BELANJA BARANG DAN JASA (o) 0l 309.780) 1.922.880 2.059.149 3.389.960] 3.193.515 3.369.467 3.321.025 2.990.647| 2.719.568 520.900] 23.796.891]
024.04.DG.6807 Pembinaan Tata Kelola Pelayanan 6.660) 17.565) 1.807.883] 3.299.008] 3.413.556| 6.119.532) 6.438.117| 3.452.776| 3.660.419) 3.670.990) 2.674.405 10.771.149) 45.332.060
Kesehatan Rujukan
52 BELANJA BARANG DAN JASA 6.660) 17.565) 1.807.883 3.299.008| 3.413.556 6.119.532 6.438.117| 3.452.776 3.660.419 3.670.990 2.674.405 10.771.149| 45.332.060]
024.04.WA.4813 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan 50.161] 2.495.733 13.610.823 10.371.994) 14.758.139) 12.871.856 9.956.057 9.414.972 12.525.678 10.794.709) 24.639.172 82.331.499 203.820.793
Program di Ditjen Kesehatan
Lanjutan




Kementerian Negara/Lembaga : (024)

Unit Organisasi

KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

: (04) DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

DS:4000-7207-4926-5000

Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA

| Halaman : [Il. 2

Kode/Nama Satker : (466080) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

52 BELANJA BARANG DAN JASA 50.161] 2.485.132 12.732.713] 10.285.321] 13.363.752 12.003.088 9.869.384] 9.327.067 11.779.519 10.749.313 23.457.811 79.831.846 195.935.107]
53 BELANJA MODAL 0 10.601 878.110 86.673] 1.394.388 868.767 86.673] 87.904] 746.159 45.396 1.181.361 2.499.653] 7.885.686)

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001



Kementerian Negara/Lembaga : [024]

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

KEMENTERIAN KESEHATAN

: [04] DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

: [01] DKI JAKARTA

: [466080] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 2025

IVA.BLOKIR

DS:4000-7207-4926-5000

Halaman: IV.A. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
466080 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.206.050.650 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
52 Belanja Barang Rp. 1.749.831.339 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 187.750
53 Belanja Modal Rp 456.219 311 Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
024.04.0G | Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2051 | Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 2051.PFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
2051.AEF| Sosialisasi dan Diseminasi 521211 Belanja Bahan(RM)
521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.747
. L Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 559.580 P
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
. . . . Tidak Dapat Dicairkan Rp. 248.253
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Efisiensi P N 12005 P
) . isiensi sesuai Inpres
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 665.780 ) o B P ] ) . ) )
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 2051.QDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
2051.AFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 521211 Belanja Bahan(RM)
521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 90.058
Tidak Dapat Dicairkan Rp 5700 Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairk: Rp. 1.151.628
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) : a" apat Dicair a.n . . . P .
Tidak Dapat Dicairkan Rp 295 100 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
2051.PEF| Sosialisasi dan Diseminasi Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.080
521211 Belanja Bahan(RM) Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Tidak Dapat Dicairkan Rp 13.300 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 283.560




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

IWA.BLOKIR DS:4000-7207-4926-5000

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Halaman: IV.A. 2
Kode dan Nama Satker : [466080] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 kekurangan data dukung
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
2051.QEG| Bantuan Peralatan / Sarana
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
. Masyarak?cl’rjl?emda(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 297.660
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 203.677.100

) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Perlu data dukung terkait

) o ) ) . ) . Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin(RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
. clanja _0 ? eralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 760
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.943.121 L .
L ) Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 . . . ] . . . .
) o . . ) . . . Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
. 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
2051.RAB| Sarana Bidang Kesehatan . o
) . ) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 84.015
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PLN) " . . " . .
) o Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 287 . o . . . . . .
. Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Perlu data dukung terkait
Disposisi: Alokasi masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
. . . Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.435
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Kebiiakan P ian Belania N dan Kebiiakan P intah Lai
Masyarakat/Pemda(PLN) ebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.420.434.202 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Membutuhkan data dukung terkait 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan(RM)
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Tidak Dapat Dicairkan Rp. 225.525.154
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Selisih dari rekomendasi PUPR
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 170.051.452 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Bangunan(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.699.584
2051.RBV| Prasarana Bidang Kesehatan o P . P
. Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
521211 Belanja Bahan(RM)

Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.880 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya




Kementerian Negara/Lembaga : [024]
: [04]
: [01]

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
DKI JAKARTA

: [466080] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 2025

IVA.BLOKIR

DS:4000-7207-4926-5000

Halaman: IV.A. 3

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
2051.UAE| Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM) 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 83.096 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 546.620
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.472 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 990.112
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Efisiensi sesuai Inpres 1 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel(RM)

Catatan Pembayaran Tunggakan atas 2 tagihan sebesar Rp. 849.000 2087 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 849 2087.AEC| Kerja sama
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 211.120

522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.242 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 2087.AEF| Sosialisasi dan Diseminasi

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 937.060
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 684.920 Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 2087.AFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.751.201 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 332.144
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) 2087.BDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.940 521211 Belanja Bahan(RM)
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.950




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

:[024]  KEMENTERIAN KESEHATAN

: [04] DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

: [01] DKI JAKARTA

: [466080] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 2025

IVA.BLOKIR

DS:4000-7207-4926-5000

Halaman: IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) 2087.PFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 254.696 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.875
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2087.BIE| Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) 2087.UAE| Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.435 521211 Belanja Bahan(RM)
Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 74.508
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Alokasi harus dilengkapi data dukung
2087.BIF| Pengawasan dan Pengendalian Layanan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 392.921 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 217.007
Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2087.BKA| Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 2087.UBA| Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 264.250 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 573.456
Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2087.FAE| Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 2090 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) 2090.ABG| Kebijakan Bidang Kesehatan
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 215.305 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.198
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
2087.FBA| Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 704.951 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.590




Kementerian Negara/Lembaga : [024]

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025
IVA.BLOKIR

KEMENTERIAN KESEHATAN

: [04] DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

: [01] DKI JAKARTA

: [466080] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

DS:4000-7207-4926-5000

Halaman: IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.605
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 124.575 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 197.613
2090.AEF| Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 792.641 2090.BKC| Pemantauan lembaga
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.483
2090.AFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Efisiensi Perjadin
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.550 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 133.620
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 182.035 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.620
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
2090.BDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) 2090.FAE| Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 323.232 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Efisiensi Perjadin Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.350
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Efisiensi Perjadin
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 360.059 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.076

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Efisiensi sesuai Inpres 1 2025




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025
IVA.BLOKIR

:[024]  KEMENTERIAN KESEHATAN
: [04] DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
: [01] DKI JAKARTA

: [466080] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

DS:4000-7207-4926-5000

Halaman: IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.379.779
2090.PBG| Kebijakan Bidang Kesehatan Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.716 2090.UAE| Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 463.160
2090.QDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Efisiensi Perjadin
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 844.610 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Efisiensi Perjadin Tidak Dapat Dicairkan Rp. 359.520
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Efisiensi sesuailnpres12025
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 615.968 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.600
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuailnpres12025
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.400 5836 | Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 5836.AEE| Sosialisasi dan Diseminasi
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(RM)
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 468.000
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 256.985 perlu data dukung terkait
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.600
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 602.097 perlu data dukung terkait
Efisiensi sesuailnpres12025 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
2090.QEG| Bantuan Peralatan / Sarana Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.254.970

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Efisiensi sesuai Inpres 1 2025




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025
IVA.BLOKIR

DS:4000-7207-4926-5000

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

: [466080] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Kementerian Negara/Lembaga : [024]
Unit Organisasi : [04]

Halaman: IV.A. 7

Kode dan Nama Satker (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.020 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 245.100
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.114.721 5836.BDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 521211 Belanja Bahan(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 174.802
5836.AFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
521211 Belanja Bahan(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.500 522141 Belanja Sewa(RM)
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.600
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.600 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
perlu data dukung terkaitEfisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.900
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.750 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Kebijakan PeEfisiensi sesuai Inpres 1 2025nyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Tidak Dapat Dicairkan Rp. 287.410
Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijékan P-enyesuaifaln Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113 TidaEeDIZgJ:t E::;:iz:n Dinas Dalam Kota(RM) Rp. 750 524113 ‘ Belanja P'erja.tlanan Dinas Dalam Kota(RM)
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 qua.lk D.apat DIFa”kan Rp- 850
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Disposisi: Kebijékan P-enyesuaitan Belanja Nega‘ra dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114 TidakBeDlzzft E?:::iz:n Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Rp. 126.000 524119 . Belanja P'erje'llanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 703.306
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

:[024]  KEMENTERIAN KESEHATAN
: [04] DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
: [01] DKI JAKARTA

: [466080] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 2025

IVA.BLOKIR

DS:4000-7207-4926-5000

Halaman: IV.A. 8

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 370.180
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
5836.BKC| Pemantauan lembaga Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211 Belanja Bahan(RM) 5836.PDE| Akreditasi Lembaga
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.150 521211 Belanja Bahan(RM)
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.123
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 348.610 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.800
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
5836.PBG| Kebijakan Bidang Kesehatan Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211 Belanja Bahan(RM) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.800 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 547.150
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151 Belanja Jasa Profesi(RM) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.400 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.020
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 510 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.776
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) 5836.PFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

:[024]  KEMENTERIAN KESEHATAN
: [04] DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
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DS:4000-7207-4926-5000

Halaman: IV.A. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 184.629 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.933
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
5836.QDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
521211 Belanja Bahan(RM) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.955 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 576.000
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151 Belanja Jasa Profesi(RM) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.000 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 356.333
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) 6807 | Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 144.000 6807.AEF| Sosialisasi dan Diseminasi
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.526.180
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 114.482 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 6807.AFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM)
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.620
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 507.100 Efisiensi sesuai Inpres | 2025
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
5836.QIC| Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Tidak Dapat Dicairkan Rp. 287.980
521211 Belanja Bahan(RM) Efisiensi sesuai Inpres | 2025
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.234 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
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Unit Organisasi
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KODE URAIAN KODE URAIAN
6807.BAH| Pelayanan Publik Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.130 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 543.172
Efisiensi sesuai Inpres | 2025 Efisiensi sesuai Inpres | 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(RM) 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.500 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.900
Efisiensi sesuai Inpres | 2025 Efisiensi sesuai Inpres | 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.800 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 575.972
Efisiensi sesuai Inpres | 2025 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.395.210
Efisiensi sesuai Inpres | 2025 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 343.075 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.888.836
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Efisiensi sesuai Inpres | 2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) 6807.PFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 405.450 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Efisiensi sesuai Inpres | 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 94.315

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6807.BDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM) 6807.QDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.810 521211 Belanja Bahan(RM)
Efisiensi sesuai Inpres | 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.590




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025
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KODE URAIAN KODE URAIAN
dioptimalkan di layanan umum 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.800
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 828.634 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 180.000
522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 394.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 491.233 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya -SBM- 4813.BIF| Pengawasan dan Pengendalian Layanan
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 167.754
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 225250 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.420
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.084.243 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
024.04.WA | Program Dukungan Manajemen Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.000
4813 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Lanjutan Efisiensi sesuai Inpres 1 2025
4813.AAH| Peraturan lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 87.650 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 310.350
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
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4813.EBA| Layanan Dukungan Manajemen Internal 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.160.249
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 331.200 eFISIENSI SESUAI INPRES 2025
Perlu data dukung terkait Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 178.150
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.968.935 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 440.150
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 138.748 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Perlu data dukung terkait Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.885.321
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.765.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Perlu data dukung terkait Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 639.000
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Perlu data dukung terkait Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 4813.EBC| Layanan Manajemen SDM Internal

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 252.798
Perlu data dukung terkait Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.030 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.990
Perlu data dukung terkait Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
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524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Efisiensi sesuai Inpres 1 2025 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.000
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 394.990 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 514.400
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4813.EBD| Layanan Manajemen Kinerja Internal Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) 4813.QDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.350.536 522131 Belanja Jasa Konsultan(PLN)
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Tidak Dapat Dicairkan Rp. 591.600
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Sisa AWPB
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.984
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 477.001
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.564.492
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4813.FAD| Perencanaan dan Penganggaran
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.000
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.04.1.466080/2025

IWB.CATATAN DS:4000-7207-4926-5000
Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA Halaman : VB, 1
Kode dan Nama Satker : [466080] KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
466080 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

024.04.DG | Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
2051 | Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

2051.RBV| Prasarana Bidang Kesehatan Rp. 25.998.043
521511 | Belanja Barang Pengganti PPN dalam Rangka Hibah Luar
Negeri
* Klaim atas hibah dari Pemerintah UEA Rp. 18.590.000
* Klaim atas hibah dari Pemerintah UEA Rp. 7.408.043
2051.UAE| Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rp. 583.469
521252 | Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel
* Pembayaran Tunggakan atas 2 tagihan sebesar Rp. 849.000 Rp. 849
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
* Pembayaran tunggakan TA 2024 atas 7 tagihan kontrak Rp. 582.620.000 Rp. 582.620

024.04.WA | Program Dukungan Manajemen
4813 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Lanjutan

4813.QDB| Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Rp. 2.404.100

522191 | Belanja Jasa Lainnya

* Pembayaran Tunggakan gaji 1 orang PMU bulan Desember 2024 Rp. 2.361.600
sebesar Rp 12.450.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001



